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RINGKASAN 

 

Ahmad Imamul Muttaqin, 2009, Evaluasi Pelaksanaan Penghapusan 

Sanksi Administrasi (Sunset Policy) Bagi Wajib Pajak (Studi di Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Kota Malang), Drs. 

Trilaksono Nugroho, MS. Drs Abdullah Said, M.Si. 94 hal+xiv. 

 

Sunset policy adalah kebijakan yang dilatarbelakangi oleh usaha Direktorat 

Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pendapatan sektor perpajakan 

seiring dengan meningkatnya kebutuhan nasional. Ketentuan sunset policy di atur 

dalam Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan 

Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Di dalam Undang-undang ini disebutkan 

bahwa dalam ketetapan sunset policy diberikan fasilitas penghapusan sanksi 

administrasi bagi Pajak Penghasilan (PPh) berupa bunga sebesar 2%. Fasilitas ini 

diberikan kepada Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 dan Wajib 

Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh 

Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun. 

Fokus penelitian ini pada tahapan pelaksanaan kebijakan, faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan serta efektifitas dan efisiensi 

pelaksanaan kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan. Sedangkan 

tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi pelaksanaan sunset 

policy terhadap peningkatan penerimaan pendapatan sektor perpajakan selama 

implementasi sunset policy.  

Lokasi penelitian ini berada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

Jawa Timur III di Kota Malang. Peneliti menggunakan metode wawancara dan 

dokumentasi dalam mengumpulkan data. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan dalam menganalisis data, 

penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sunset policy, tahapan-tahapan 

pelaksanaan kebijakan meliputi sosialisasi dan pelayanan kepada Wajib Pajak. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sunset policy yang meliputi 

komunikasi, sumber daya manusia, sikap dan tanggap pegawai dan struktur 

organisasi adalah sebagai bagian dalam mendukung pelaksanaan sunset policy 

agar berjalan dengan baik. Sedangkan efektifitas dan efisiensi kebijakan dalam 

pelaksanaan sunset policy menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah pemilik 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan peningkatan jumlah perolehan 

penerimaan pendapatan.  

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sunset policy 

adalah salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan 

Wajib Pajak dalam membayar pajak sehingga pendapatan dari sektor perpajakan 

meningkat. Selain itu jika di evaluasi, pelaksanaan sunset policy memerlukan 

konsistensi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang 

yang lebih baik dan dapat mencapai tujuan. 
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SUMMARY 

 

Ahmad Imamul Muttaqin, 2009, Evaluation of Abolition Implementation 

Administrative Sanction (Sunset Policy) for Taxpayer (Study in Regional 

Office of Directorate General of Tax East Java III Malang), Drs. Trilaksono 

Nugroho, MS. Drs. Abdullah Said, M.Si. 94 pages+xiv. 

 

Sunset policy is a policy based on effort from Directorate General of Tax to 

increase revenue on tax sector along with increasing national needs. Certainly of 

sunset policy arranged in 37 A Law section number 28 year 2007 about Common 

Rules and Taxation Procedures. This law mentioned that sunset policy decision 

give facilities to erase administration sanction 2% charge of tax salary. This 

facility given to Taxpayer who submitting correction Letter of Annual Notice 

before tax year 2007 and Personal Taxpayer who willingly registered to get 

Fundamental Number of Taxpayer (NPWP) for a year. 

 

This research focus to stage of policy implementation, factors that influence 

policy implementation, effectiveness and efficiency of policy implementation to 

increase revenue. This research purpose to give description and evaluation of 

sunset policy implementation concerning revenue improvement as long as sunset 

policy implementation. 
 

Research located in Regional Office of Directorate General of Tax East Java 

III Malang. Researcher used interview and documentation methods to collect 

datas,. This research is a kind descriptive research with qualitative approach, 

whereas to analyze data, this research used qualitative data analyze that consist of 

three activities paths which happened concurrently, those are data reduction, data 

display and conclution drawing/verification. 

 

Research result show that in sunset policy, policy implementation stage 

including socialization and service to Taxpayer. Factors that influence 

implementation of sunset policy including communication, human resources, 

dispoition or attitude and bureaucratic structures as a part to support 

implementation of sunset policy to walk well. Effectiveness and efficiency policy 

in implementation of sunset policy show that they are improvement amount of 

Fundamental Number of Taxpayer (NPWP) owner and improvement amount of 

tax revenue. 

 

The conclution of this research show that implementation of sunset policy is a 

one means of Directorate General to increase obedient of Taxpayer to pay their 

tax, so the revenue from tax sector could improve. If evaluated, implementation of 

sunset policy need consistency in formulating policies in future that can better and 

reach the goals. 
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